
 

 

 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR   20   TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a.  bahwa Daerah Aliran Sungai merupakan kesatuan ekosistem 
utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri atas unsur utama yaitu 

tanah, batuan, vegetasi, air, dan udara yang memiliki peran dan 
fungsi penting dalam menunjang pembangunan ekonomi; 

  b. bahwa Daerah Aliran Sungai mencakup lintas wilayah 
administrasi serta melibatkan kegiatan lintas sektoral dan multi 

disipliner, sehingga perlu dikelola secara terpadu dan 
berkelanjutan;  

 c.  bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu dan 

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf 
b, diwujudkan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 
sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan; 

 d.  bahwa kondisi Daerah Aliran Sungai di Jawa Barat cenderung 
mengalami kerusakan akibat tekanan penduduk, alih fungsi 

lahan, dan pola pemanfaatan yang tidak sesuai dengan 
kemampuan lahan yang berdampak pada penurunan kualitas 
lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kehidupan masyarakat; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai;  

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 

Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3119); 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4412); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5230); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5589); 

10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi 
Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5608); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 
tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5056); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4452); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4924); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4947); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang  Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5285); 

19. Peraturan Pemerintah  Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5292); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2010 Nomor  22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 

22. Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 

tentang  Pengurusan  Hutan Mangrove dan Hutan Pantai 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
99); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum 
Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 

Nomor  1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 115); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117); 
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25. Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 
tentang  Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan 

Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 138); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor  7 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 168); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan 

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan  

GUBERNUR JAWA BARAT 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN 
SUNGAI. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom.  

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Barat. 

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.  

6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat. 
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7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Provinsi.  

8. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 

9. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang 

merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan 
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke 

laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah 
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan 
yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 

10. DAS Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DAS adalah 
Daerah Aliran Sungai yang secara geografis dan administrasi 

terdapat dalam Daerah Provinsi.  

11. Karakteristik DAS adalah kekhasan yang dimiliki oleh suatu 
DAS yang ditentukan berdasarkan besaran dan sifatnya dengan 

indikator biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. 

12. Permasalahan DAS adalah kesenjangan antara kondisi yang 

terjadi dengan kondisi yang seharusnya dalam suatu DAS, 
meliputi aspek biofisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 
kelembagaan. 

13. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur 
hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan 
manusia di dalam DAS dengan segala aktivitasnya agar 

terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta 
meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia 

secara berkelanjutan. 

14. Bagian Hulu DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS 
yang memiliki ciri topografi bergelombang, berbukit dan/atau 

bergunung, dengan kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan 
sumber air yang masuk langsung ke sungai utama dan/atau 

melalui anak-anak sungai, serta sumber erosi yang sebagiannya 
terangkut ke daerah hilir sungai menjadi sedimen. 

15. Bagian Hilir DAS adalah wilayah daratan dalam kesatuan DAS 

yang memiliki ciri topografi datar sampai berombak, merupakan 
daerah endapan sedimen atau dataran alluvial. 

16. Sumber Daya DAS adalah seluruh sumber daya dalam DAS 
yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan 
pembangunan sosial, ekonomi, dan penopang sistem penyangga 

kehidupan manusia maupun mahluk hidup lainnya. 

17. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan 

kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya 
kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan mahluk 
hidup lainnya secara berkelanjutan. 

18. DAS Yang Dipulihkan Daya Dukungnya adalah DAS yang 
kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, 
sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang 

wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

19. DAS Yang Dipertahankan Daya Dukungnya adalah DAS yang 

kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial 
ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang 
wilayah berfungsi sebagaimana mestinya. 


